
BUPATI LAMANDAU 
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

PEFtATURAN BUPATI KABUPATEN LAMANDAU 
NOMOR 5G, TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 11 TAHUN 2019 
TENTANG FtENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 

KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2018-2023 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

• 

• 

BUPATI LAMANDAU, 

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten 
Lamandau Nomor 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamandau 
Tahun 2018-2023, perlu dilakukan Perubahan Rencana Strategis 
Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lamandau tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Lamandau Nomor 11 Tahun 
2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten 
Lamandau Tahun 2018-2023; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan 
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, 
Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten 
Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur 
Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4180); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
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tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 42); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan 
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5887); 

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 10); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 
Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta 
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang 
Sistem Inforrnasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang 
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 01 Tahun 
2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 (Lembaran 
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 No7,01); 
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16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau 
Tahun 2016 Nomor 145); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2018 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Lamandau Tahun 2018 Nomor 170, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 217); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 03 Tahun 2019 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 230) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Lamandau Nomor 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 03 Tahun 2019 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Lamandau Tahun 2021 Nomor 198 Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 245); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BUPATI LAMANDAU NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG 
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN 
LA1VIANDAU TAHUN 2018-2023. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau; 
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten 

Lamandau; 

3. Bupati adalah Bupati Lamandau; 
4. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023, yang 

selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen 
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun; 

5. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat 
Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat 
Daerah untuk periode 1 (satu) tahun; 

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Lamandau; 

7. BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangun Daerah 
Kabupaten Lamandau. 



BAB 
KEDUDUKAN 

Pasal 2 

Renstra Perangkat Perangkat Daerah merupakan: 
a. Penjabaran lebih lanjut atas visi, misi, dan program Bupati yang 

telah dijabarkan melalui Rencana Pembangunan Jartgka 
Menengah Daerah Tahun 2018-2023; 

b. Dokumen perencanaan pembangunan untuk 5 (lima) tahun yang 
memberikan arah dan pedoman pelaksanaan pembangunan bagi 
aparatur Pemerintah Kabupaten. 

BAB M 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 3 

• 

• 

(1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah dimaksudkan sebagai 
acuan dan pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah 
Tahun 2021, Tahun 2022, dan Tahun 2023. 

(2) Perubahan Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk 
mewujudkan perencanaan pembangunan dalam rangka 
pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan 
Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap 
Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman pada RPJMD dan 
bersifat indikatif. 

BAB IV 
SISTEMATIKA„ ISI, DAN URAIAN 

Pasal 4 

(1) Perubahan Renstra sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 
disusun dengan sistematikan sebagai berikut: 
a. Bab I : Pendahulua.n; 
b. Bab 11 : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah; 
c. Bab III : Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat 

Daerah; 
d. Bab IV : Tujuan dan Sasaran; 
e. Bab V : Strategi dan Arah Kebijakan; 
f. Bab VI : Rencana Program dan Kegiatan serta 

Pendanaan; 
g. Bab VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; 
h. Bab VIII : Penutup. 

(2) Isi dan uraian Perubahan Renstra Perangkat Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dart Peraturan 
Bupati ini. 

Pasal 5 

(1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi 
terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah masing-
masing. 



(2) KepaLa Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil 
pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah kepada 
Bupati melalui Kepala BAPPEDA. 

BAB V 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 6 

Peraturan Bupati ini berlaku mulai tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Lamandau. 

Ditetapkan di Nanga Bulik 
pada tanggal 16 ‘julj 2021 

sio 

Diundangkan di Nanga Bulik 
pada tanggal 2021 

SEICRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU, 

IRWANS AH 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2021 NOMOR .749 



BUPATI LAMANDAU 
PROVINSI KALEtdANTAN TENGAH 

PERATURAN BUPATI KABUPATEN LAMANDAU 
NOMOR 56 TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAEFtAH 
KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2018-2023 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LAMANDAU, 

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten 
Lamandau Nomor 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamandau 
Tahun 2018-2023, perlu dilakukan Perubahan Rencana Strategis 
Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasa1 359 Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara 
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah, perubahan Rencana Strategis 
Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam 
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten 
Lamandau Tahun 2018-2023; 

Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
lndonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan 
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, 
Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten 
Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur 
Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara 
Republik lndonesia Nomor 4180); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang- ang 

OL



• 

• 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 42); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan 
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5887); 

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 10); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 
Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta 
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

13. Perap,2Mtu n enteri  



• 

et) 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang 
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang 
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 01 Tahun 
2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 (Lembaran 
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 01); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Larnandau Nomor 11 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau 
Tahun 2016 Nomor 145); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2018 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Lamandau Tahun 2018 Nomor 170, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 217); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 03 Tahun 2019 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 230) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Lamandau Nomor 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 03 Tahun 2019 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Lamandau Tahun 2021 Nomor 198 Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 245); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA 
STRATEGIS PEFtANGKAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU 
TAHUN 2018-2023. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau; 

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten 
Lamandau; 

3. Bupati adalah Bupati Lamandau; 

4. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023, yang 
selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen 
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun; 

5. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat 
Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat 
Daerah untuk periode 1 (satu) tahun; 



6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Lamandau; 

7. BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
Kabupaten Lamandau. 

BAB 
KEDUDUICAN 

Pasal 2 

Renstra Perangkat Perangkat Daerah merupakan: 
a. Penjabaran lebih lanjut atas visi, misi, dan program Bupati yang 

telah dijabarkan melalui Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Tahun 2018-2023; 

b. Dokumen perencanaan pembangunan untuk 5 (lima) tahun yang 
memberikan arah dan pedoman pelaksanaan pembangunan bagi 
aparatur Pemerintah Kabupaten. 

BAB III 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 3 

(I) Perubahan Renstra Perangkat Daerah dimaksudkan sebagai 
acuan dan pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah 
Tahun 2021, Tahun 2022, dan Tahun 2023. 

(2) Perubahan Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk 
mewujudkan perencanaan pembangunan dalam rangka 
pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan 
Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap 
Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman pada RPJMD dan 
bersifat indikatif. 

BAB IV 
SISTEMATIKA, ISI, DAN URAIAN 

Pasal 4 

(1) Perubahan Renstra sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 
disusun dengan sistematika sebagai berikut: 
a. Bab I : Pendahuluan; 
b. Bab II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah; 
c. Bab III : Perrnasalahan dan Isu Strategis Perangkat 

Daerah; 
d. Bab IV : Tujuan dan Sasaran; 
e. Bab V : Strategi dan Arah Kebijakan; 
f. Bab VI : Rencana Program dan Kegiatan serta 

Pendanaan; 
g. Bab VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; 
h. Bab VIII : Penutup. 

(2) Isi dan uraian Perubahan Renstra Perangkat Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

Pasal 5.. t



Pasal 5 

Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 ayat (1) terdiri atas Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah 
Kabupaten Lamandau sebagai berikut: 

a. Sekretariat Daerah; 
b. Sekretariat DPRD; 
c. Inspektorat Daerah; 
d. Badan Perencanaan Pembangunan; 
e. Badan Keuangan Daerah; 
f. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; 
g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 
h. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; 
i. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ; 
j. Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau; 
k. Dinas Pekeirjaan Umum dan Penataan Ruang; 
I. Dinas Sosial; 
m. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 
n. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 
o. Dinas Pemuda dan Olahraga; 
p. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 
q. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 
r. Dinas Perhubungan; 
s. Dinas Komunikasi dan Informatika; 
t. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 
u. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah; 
v. Dinas Pariwisata; 
w. Dinas Pertanian dan Perikanan; 
x. Dinas Ketahanan Pangan; 
y. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan 

Perindustrian; 
z. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 
aa. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebalcaran; 
bb. Rumah Sakit Umum Daerah; 
cc. Kecamatan Bulik; 
dd. Kecamatan Bulik Timur; 
ee. Kecamatan Lamandau; 
ff. Kecamatan Delang; 
gg. Kecamatan Sematu Jaya; 
hh. Kecamatan Menthobi Raya; 

Kecamatan Belantikan Raya; dan 
jj. Kecamatan Batang Kawa; 

Pasal 6 

(1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi 
terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah masing-
masing. 

(2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil 
pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah kepada 
Bupati melalui Kepala BAPPEDA. 
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BAB V 
KETENTUAN PEPIUTUP 

Pasal 7 

Peraturan Bupati ini berlaku mulai tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Lamandau. 

• 

• 

___._..... . .___... 
SFint. KABUPATEN L4MANUAU 

ar.:LTAN PARAF 
• vti (3UP 
St.KDA 

; ASISTEN • 

; KABAG 

KASUESAG 

rrit.gSANA 

Diundangkan di Nan.ga Balik 
pada tanggal IC7 juti 2021 

Ditetapkan di Nanga Bulik 
pada tanggal jati 2021 

BUPATI LAMANDAU, 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU, 

IRW SYAH 

LEMBARAN DAERAII KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2021 NOMOR 


